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BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR ::> TAHUN 2014 

TENT ANG 

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA 
KABUPATEN LUWU UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan 
Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Alokasi 
Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 149); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 158); 
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Menetapkan 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 179). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA 
PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH 
DESA KABUPATEN LUWU UTARA. 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu 
Utara. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 
Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. 

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 
adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 
Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Dana 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima 
oleh Kabupaten. 

7. Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa adalah 
penerimaan daerah yang bersumber dari ADD, Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 
yang dialokasikan ke Pemerintah Desa. 

8. Tata Cara Perhitungan Penetapan ADD adalah sejumlah 
variabel yang menjadi dasar perhitungan yang terdiri 
dari Jenis Pendapatan Daerah yang dibagikan ke 
Pemerintah Desa, Variabel Independen, Bobot dan 
Angka Bobot Desa. 

9. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya ADDM adalah 
dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa 
dan dibagikan jumlah yang sama menurut asas merata. 

10. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat 
ADDP adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan 
berdasarkan perkalian total dana variabel yang 
ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang 
bersangkutan menurut asas keadilan. 

11. Variabel adalah indikator yang digunakan dalam 
menentukan Nilai Bobot Desa. 
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12. Nilai Bobot Desa adalah angka bobot variabel dan 
indikator desa yang bersangkutan terhadap jumlah 
veriabel seluruh desa, 

13. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disebut DAU, 
adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada 
pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

14. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
berdasarkan angka persentase untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 

15. Pajak Daerah adalah kontribusi terhadap kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengart 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat. 

16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberi oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

Pasal 2 

Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke 
Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, ADD, dan Penyisihan PBB 
Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pasal 3 

Alokasi dana bagian Pemerintah Desa dihitung sebagai 
berikut: 
a. ADD dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar minimal 

10% dari jumlah Pendapatan ADD Pemerintah Daerah 
setelah dikurangi Anggaran Belanja Pegawai. ' 

b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagikan ke 
Pemerintah Desa sebesar minimal 10% dari jumlah 
anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah masing- 
masing jenis pendapatan; dan 

c. Penyisihan PBB dari Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan dibagikan ke Pemerintah Desa berdasarkan 

· aturan yang ditetapkan oleh Gubemur Sulawesi Selatan. 

Pasal 4 

Tata cara perhitungan alokasi dana bagian masing-masing 
Pemerintah Desa sebagai berikut: 
a ADD dibagikan ke masing-masing Pemerintah Desa 

secara merata sebesar '60% (persen) yang merupakan 
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ADD Minimal dan 40o/o (persen) secara proporsional yang 
merupakan ADD Proporsional; 

b. Retribusi Daerah dibagikan ke masing-masing 
Pemerintah Desa berdasarkan atas perhitungan ADD 
sebagaimana dimaksud pada huruf (a); 

c. Pajak Daerah dibagikan ke masing-masing Pemerintah 
Desa secara merata atau berdasarkan perhitungan ADD 
Minimal. 

Pasal 5 

(1) Variabel Independen, Bobot dan Angka Bobot, Indikator 
Variabel Independen yang digunakan dalam 
menentukan Nilai Bobot Desa (DB) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

(2) Rumus Perhitungan Nilai Bobot Desa (BD) bagian 
Pemerintah Desa yang sumber dananya dari ADD dan 
Retribusi · Daerah, menggunakan rumus sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasa16 

Alokasi dana bagian Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan realisasi penerimaan 
di Kas Umum Daerah tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 7 
(1) Dana Bagian Pemerintah Desa disalurkan berdasarkan 

realisasi pendapatan daerah yang masuk ke Kas Umum 
Daerah yang besarannya untuk tiap-tiap desa 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Dana Bagian Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disalurkan oleh Pejabat Satuan Kerja 
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum 
Daerah ke Rekening Pemerintah Desa yang ada di Bank 
Sulselbar Cabang Masamba. 

(3) ADD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat 
disalurkan per-bulan, triwulan atau semester tergantung 
realisasi penerimaan masing-masing sumber dana pada 
Kas Umum Daerah dan pertimbangan lainnya. 

(4) Dana Penyisihan PBB yang bersumber dari Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan disalurkan berdasarkan 
aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan anggarannya telah diterima di Kas 
Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Pasal 8 
(l) Pagu Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se- 

Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Berkenaan 
ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Berkenaan. 

(2) Pagu Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Se- 
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Berkenaan 
ditetapkan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan. 
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(3) Pagu Sementara dan Pagu Definitif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke 
Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara 
Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa 
Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Penerimaan Pendapatan 
Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana 
Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 29) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 2 JA.NUA.al 2014 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 2 JAN!JA.•l 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

� 
MUDJAHIDIN IBRAHIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2 
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' IAMPIRAN I : 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2014 
TENTANG 
TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA 

VAf!IABEL INDEPENDEN. BOBOT & ANGKA BOBOT 

NO. VARIABEL INDEPENDEN BOBOT ANGKA BOBOT (a) INDIKATOR 

I. VARIABEL INDEPENDEN UTAMA 
1. KfMl5KINAN (11) 3.00 : 10.00 = 0.30 - Jumlah Keluarga (KK) 

atau Penduduk Miskin 
2. PENDIDIKAN DASAR (a2) 2.00 : 10.00 = 0.20 - Jumlah Anak Usia Sekolah 

Wajlb Bela jar 9 Tahun 
3. KESEHATAN (a3) 1.50 : 10.00 = 0.15 - Tlngkat Perilaku Hldup 

Berslh dan Sehat 
4. KmRJANGKAUAN (14) 1.00 : 10.00 = 0.10 - Jarak lbukota Desa ke 

lbukota Kabupaten 

II. VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN 
1. JUMIAH PENDUDUK (15) 1.00 : 10.00 = 0.10 - Jumlah Penduduk Oesa 
2. LUAS WIIAYAH (•6) 0.50 : 10.00 = 0.05 - Luas Wilayah Oesa 
3. JUMIAH DU5UN (a7) 1.00 : 10.00 = 0.10 - Jumlah Ousun Desa 

I JUMLAH,- .. ,- 10.00 J.00 
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lAMPIRAN II : 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2014 
TENTANG 
TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH OESA KABUPATEN LUWU UTARA 

RUMUS PERHITUNGAN BOBOT DESA (BDI 

1. KOEFISIEN VARIABEL KEMISKINAN OESA X 
(al.KvlX) 

Anpa Bobot Kemlsldnan (all 

Jumlah Keluarga atau Penduduk Miskin 

X -----�Oe:.:=.., saX.:.;(�•=lX�) _ 
Jumlah Keluarga atau Penduduk Miskin 

Seluruh Oesa Evl 

z. KOEFISIEN VARIABEL PENDIDKAN OASAR DESA X 
(a2.Kv2X) 

Jumlah Anak Usla Sekolah Wajlb Belajor 9 

• Anpa Bobot Pendldlkan Oasar (a2) x _:T:.:•.::. h•:::0.:.:0e=sa=X-" (v2= ) _ 
Jumlah An1k Usla Sekolah Wa)lb Belajor 9 

Tahun Seluruh Desa Ev2 

3. KOEFISIEN VARIABEL KESEHATAN (a3.Kv3J Anpa Bobot Kesehatan (a3) 

Tlnpat Pertlaku Hldup Be"lh & 5ehat Oesa 

x ------�x� (•�3� ) _ 
Jumlah Tlnpat Perilaku Hldup Be"lh & 

Sehat Seluruh Oesa Ev3 

4. KOEFISIEN VARIABEL KITTRJANGKAUAN (a4.Kv4) 

Jarak lbukota Desa X ke lbukota Kabupaten 
v4 Anpa Bobot Keterjanpauan (a4) X --------'-'CL..------ 

Jumlah Jarak lbukota Desa ke lbukota 
Kabu aten 5eluruh Oesa (Ev4) 

s. KOEFISIEN VARIABEL JUMLAH PENDUOUK 
(aS.KVS) 

Anpa Bobot Jumlah Penduduk 
(aS) 

Jumlah Penduduk Desa X (vS) 

Jumlah Penduduk 5eluruh Oesa (EvS) 

Luas Wllayah Oesa X (\16) 
6. 

7. 

KOEFISIEN VARIABEL LUAS WllAYAH (a6.Kv6) 

KOEFISIEN VARIABEL JUMLAH DUSUN (a7.Kv7) 

Angta Bobot Luas Wllayah (a6J X -------------- 
Luas Wllayah 5eluruh Oesa (E\16) 

Jumlah Ousun Oesa X (•7) 
Anpa Bobot Jumlah Dusun (a7) X -------------- 

Jumlah Dusun 5eluruh Oesa (Ev7) 

NILAI BOBOT DESA X = 
[a1.Kv1X 

a6.Kv6X 

+ a2.Kv2X 

+ a7.Kv7 X 
• "·""' x • "·"' x • ''·'" x • J 
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